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ABSTRAK

Penetapan harus adanya wali dalam akad nikah, merupakan sebuah syarat
untuk sahnya sebuah perkawinan. Namun permasalahan yang muncul,
bagaimanakah status akad tersebut, apabila mempelai wanita tidak menyetu-
juinya, berhubungan dengan adanya maqasidus syari'ah, yakni, ingin tercapainya
sebuah kemaslahatan dan terpeliharanya jiwa, menjadikan mempelai wanita
memiliki hak penuh, dalam menentukan pasangannya. khususnya mengenai peran
wali yang disalah artikan menjadi sebuah intimidasi, terhadap mempelai wanita
atau anak putrinya yang sudah dewasa.

Di sini ada dua tokoh yang akan dijadikan kajian. Adanya perbedaan
pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafii tentang persetujuan
mempelai wanita yang berakal, sehat, merdeka, dan persetujuan seorang janda
dalam memilih pasangan hidupnya, dengan melihat kondisi Indonesia sekarang.

Sehingga penyusun tertarik  untuk membahasnya demi mengetahui
pandangan mana yang masih relevan dengan kondisi Indonesia sekarang ini.
dengan menjabarkan istinbat hukum masing-masing terhadap masalah yang
akan dibahas, dengan melalui pendekatan normatif sosiologis. Adanya Hadis
yang berbunyi “janda lebih berhak atas dirinya sendiri dan gadis harus diminta
izinnya" Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hak gadis sama dengan janda,
karena akad pernikahan sama dengan akad-akad yang lainnya, dan baik gadis atau
janda perlu diminta izinnya, dankeduanya bisa menikahkan dirinya sendiri, yang
menjadi i//ar hukumnya adalah usia bukan kegadisannya.

Sedangkan menurut Imam asy-Syafi’i, tidak sah menikah tanpa adanya
wali, izin seorang gadis hanya sebagai pilihan, tidak bisa memaksakan
kehendaknya sendiri. Adapun i//ar hukumnya adalah kegadisannya, dan belum
berpengalaman dalam berumah tangga, Oleh karena itu hanya janda yang bisa
menikahkan dirinya sendiri, karena adanya mafhum mukhalatah terhadap Hadis
tersebut.

Pada dasarnya antara janda dan'gadis yang dewasa juga berakal sehat, bisa
menilai mana yang lebih baik untuk kehidupanny, terutama wanita sekarang yang
banyak berkecimpung di dunia publik Oleh Kkarena itu antara hak wali dan
mempelai wanita ada hak yang berimbang, namun mefiipelai wanitatah yang lebih
menentukan kebaikan’ hidupnya, baik tvalilataupun faempelai Wwanita tidak ada
yang dapat menjamin kebaikan secara pasti.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya
harus sekufu antara calon mempelai, dan tidak keluar dari prinsip-prinsip agama,
yakni ingin membentuk keluarga sakinah, maka musyawarah antara kedua belah
pihak (wali dan mempelai) sangat diperlukan, karena bagaimanapun juga
pernikahan menyangkut banyak pihak dan kerabat. Maka dengan kondisi di
Indonesia sekarang, pendapat Imam Abu Hanifahlah yang lebih relevan.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah rasul yang harus dilakukan oleh setiap
orang, dan wajib hukumnya, bagi yang telah dianggap mampu, baik secara mental
maupun material, sebagaimana telah diatur dalam al-Qur’an dan hadis. Begitu
juga dengan adanya perintah untuk saling membantu dalam terlaksananya
pemikahan, seperti dalam surat an-Nur ayat: 32.

! pSilal g pSobe (o Cyad Liall g pSia (a1 52 g

Di samping itu ada nas yang menerangkan tentang semua syarat yang
harus dipenuhi dalam pernikahan, agar hal tersebut dipandang sah oleh syari’at, di
antaranya adalah akad.

Akad merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu
pernikahan  tersebut sah. Dalam akad tersebut diharuskan adanya seorang wali
bagi anak perempuannya:\Qleh karena ita wali memiliki peran penting dalam
sebuah akad, sehingga banyak  dipahami bahwa, wali, terutama posisi ayah
memiliki hak penuh dalam menentukan pasangan hidup bagi anak perempuannya.

- Dengan‘adanya gambaran di atas, anak perempuan tidak punya hak dalam
memilih pasangan hidupnya. Sedangkan laki-laki berhak penuh dan bebas
memilih pasangan calon istrinya. Padahal al-Qur’an menjunjung tinggi nilai

‘Sebuah hak, baik bagi kaum perempuan ataupun laki-laki.

! An-Nur (24) : 32.



Sering terdengar bahwa anak adalah "amanat" dari Allah kepada kedua
orang tuannya, sekiranya orang tua memahami akan makna amanat Allah tersebut,
mereka tidak akan hanya berorientasi pada masa depan dalam makna sempit,
yakni duniawi dan material semata, tetapi lebih jauh dan lebih penting lagi adalah
orientasi nilai kemanusiaan sejati dan ukhrawi, yang disandarkan kepada firman
Allah:

2 §Aaallg kil W ghg ! pSI) g aSuddll 1 g8 | gial (A Ly

Maka kesiapan dari masing-masing mempelai, nampaknya harus segera
dibuka lebih luas lagi, yakni mereka tidak hanya menunjukan bahwa siap lahir
dan batin dalam makna yang sempit, demikian pula “pernikahan” yang sampai
saat ini masih bernilai terbatas dan sangat pribadi, harus mulai dibuka makna
sesungguhnya. Dimensi sosial dan kemanusiaan pernikahan dan keluarga harus
dipahami oleh setiap calon suami atau istri. Dengan demikian diharapkan akan
tampil pribadi suami-istri yang “Amanat”.’ Di samping itu banyak ayat-ayat
makiyah yang lebih khusus menckankan pada masalah sosial. Dalam hal ini misi
Nabi adalah membebaskan masyarakat dari segala bentuk penindasan dan
ketidakadilan, termasuk penindasan dan ketidakaditan terhadap wanita.*

Begitu juga dengan al-Hadis yang mengajarkan kepada manusia untuk

dapat menghargai pendapat orang lain dalam bidang apapun, baik ity perempuan

? At-Tahrim (66) : 6.

3 Mansour Fakih, dkk., Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam,
(Surabaya: Risalah Gusti, 2000), him. 78.

4 Mansour Fakih, Sebagai Paradigma Keadilan: dalam team, Efistimologi Syara’
Mencari Format Baru Figh Indonesia, (Yogyakarta: Walisongo Press deangan Pustaka Pelajar,
2000), him. 143-145.



ataupun laki-laki, sama halnya seperti dalam memilih pasangannya masing-
masing.

Dengan demikian tidak bisa dikatakan berlebihan apabila menulis isu
sekitar status wanita dalam Islam, karena merupakan usaha pembuktian bahwa
posisi wanita yang ingin diletakkan al-Quran dan sunnah Nabi adalah
mensejajarkan kaum perempuan dan kaum laki-laki .

Ketimpangan sering terjadi antara pemahaman sebuah hadis dan isi al-
Qur’an, schingga pemahaman para ahli figih dan ulama diperlukan, tetapi tidak
jarang juga produk figih yang ada didominasi oleh cara pandang yang patriarkis,
karena dipengaruhi oleh keadaan masyarakat ketika dibentuknya sebuah produk
hukum tersebut, juga banyak ditulis oleh laki-laki sehingga banyak terjadi bias
gender”’

Oleh sebab itu dengan melihat kondisi Indonesia sekarang, persetujuan
mempelai wanita dalam menentukan keabsahan akad nikah harus lebih
diperhatikan, sehingga tidak ada pemaksaan dari wali (ayah), dan bebas memilih
pasangan hidupnya sendiri, Dengan adanya permasalahian, di-atas beberapa ulama
berbeda pendapat) disini penyusun mengangkat/dua tokoh yang berbeda  dalam
menanggapi masalah tersebut yakni Imam Abuy Hahifah | yang memiliki
kecenderungan rasional dan liberal dalam berpendapat, bahwa akad yang tidak
disetujui oleh mempelai wanita akan menjadikan akad tersebut tidak sah, dan

mengakibatkan hukum perkawinannya fasid, sedangkan Imam asy-Syafi’i yang

5 Hamim Ilyas, "Penghambaan Istri Pada Suami", Perempuan T ertindas? Kajian Hadis-
Hadis Misoginis, Inayah Rohmaniyah (ed.), cet. ke-2 (Jakarta: PSW JAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta dengan The Ford Foundation, 2003), him. 89-90.



mempunyai kecenderungan moderat, berpendapat bahwa hal tersebut tetap sah
tidak mempengaruhi terhadap rusaknya perkawinan, tidak terlepas dari faktor-
faktor yang mempengaruhi pemikiran kedua tokoh di atas dalam penetapan
hukum..

Sehingga penyusun merasa perlu membahas permasalahan di atas, demi
terciptanya keadilan bagi perempuan sama seperti yang diberikan kepada laki-
laki sesuai dengan maksud syari'at, dan terwujudnya pernikahan yang harmonis,
dan sejalan dengan prinsip ajaran Islam.

Di samping itu menjauhi sifat jahiliyah yang biasa menimbulkan dampak
yang jelek dalam kehidupan manusia, dan tidak jarang sampai saat ini masih
dilakukuan oleh orangtua yang melihat ketentuan hukum di atas hanya untuk
memenuhi hal-hal tertentu, tanpa melihat sisi lain yang lebih dianggap penting
oleh agama. Islam memberi hak yang sama pada pria ataupun wanita, dengan kata
lain, jika pria diberi kebebasan memlih calon istrinya, maka wanitapun berhak
pula memilih calon suami yang disukainya. Jadi wali atau orangtuanya tidak
punya hak untuk memaksa anaknya, seperti ‘scring terjadi pada masa jahiliyah
sebelum kedatangan Islam,’

Persoalan penindasan dan, diskrminasi  terhadap perempuan, bukanlah
persoalan kaum laki-laki melainkan persoalan sistem ketidakadilan gender, yang

salah satunya diligetimasi oleh keyakinan agama yang bias gender, sehingga

¢ Nashruddin Baidan, Tafsir bi al-Ra’yi : Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-
Qur 'an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him. 71.



banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh agama sebagai bentuk dogma yang

tetap relevan dengan setiap keadaan.

B. Pokok Masalah
Dari penjabaran latar belakang masalah di atas, supaya penelitian ini
terarah dan terfokus, maka pokok masalah yang perlu dikaji adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimanakah istinbat hukum Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i
tentang adanya persetujuan mempelai wanita dalam akad nikah ?
2. Bagaimanakah relevansi pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i
tentang persetujuan mempelai wanita dalam akad nikah dengan kondisi

Indonesia sekarang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan bagaimana istinbat hukum Fmam Abu Hanifah dan Imam
asy-Syafi’i tentang persetujuan wanita dalam/akad mikah.

2. Menjelaskan ‘relevansi pemikiran Imam/ Abu Hanifah dan Imam asy-
Syafi’i dengan kondisi Indonesia'sekarang,

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berkut:

1. Secara teoritik diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan
dan pustaka Islam terutama dalam bidang perbandingan hukum Islam,
dengan lebih spesifik lagi tentang hukum akad nikah tanpa persetujuan

mempelai wanita.



2. Sedangkan kegunannya secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi rujukan atau referensi bagi siapa saja yang ingin mengetahui

sebuah hukum tentang akad nikah tanpa persetujuan wanita.

D. Telaah Pustaka

Secara’ teoritis penelitian ini mengenai perbandingan pemikiran kedua
tokoh yakni, Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i. Di sini golongan hanafiah
kondisinya jauh lebih baik, adanya pemembahasan tentang mempelai wanita
secara khusus, adapun sebagai rujukan primer yang penyusun gunakan adalah
kitab a/ Mabsut, "Kitab an-Nikah" yang terdapat pada "Bab Nikah as-Sagir wa
as-sagirah", "Bab Nikah al-Bikr", dan "Bab, Nikah as-sayyib" sedangkan "Bab
wali' hanya ada pada satu bab, dengan judul " Bab Nikah bi gair a/-wali, Imam
asy-Syafi’i dan al-Umm scbagai buku primer yang banyak mengupas tentang
jjbar, bahwasanya kehadiran wali sebagai rukun, yang berarti apabila seorang
menikah tanpa kehadiran wali, maka ntkahnya tidak sah® Namum di sini
penyusun memfokuskannya ‘pada analisis’dari-scbuah pendapat' kedua tokoh di
atas dalam konsep..fbar, yang kaitannya ‘dengan.. keadilan ‘wanita dalam
menuntut hak dalam menentukan pasangan-hidupnya,-selaras dengan kebebasan
berpendapat, pada dasamya telah banyak yang mengangkat judul tentang Zjbar,
namun penyusun tidak menemukan konsep wali mujbir dengan perbandingan

kedua tokoh tersebut. Tetapi membahas masalah persetujuan mempelai wanita

7 Lihat as-Sarakhsi, 4/ Mabsut, (ttp.: al-Hajj Muh Effendi, 1966), IV: 196-228.

% fmam bin Idris asy-Syafii, a/-Umm, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), V: 12-
15.



dalam akad nikah yang berawal dari pembahasan wali mujbir yang bermuara pada
sahnya suatu akad pernikahan, dengan didukung realitas perempuan yang ada di
Indonesia sekarang ini, oleh karena itu penyusun terdorong untuk menulis secara
spesifik tentang persetujuan mempelai wanita yang sudah balig, merdeka dan
berakal, dalam mengemukakan pendapatnya untuk menentukan pasangannya
sendiri.

Di samping itu, penyusun banyak menggunakan buku-buku yang berkaitan
dengan bias gender, dan banyak mengupas tentang perempuan, diantaranya seperti
karyanya Husein Muhammad yang berjudul “Figh Perempuan” dan buku yang
berjudul “Fazlur Rahman Tentang Wanita” dan buku “Islam Tentang Relasi
Suami Istri” dari karyanya Khoiruddin Nasution yang banyak mengupas tentang
persetujuan mempelai wanita dan pemikahan tanpa wali, juga memuat konsep
perUndang-undangan di Indonesia saat ini.”  Masdar F. Mas’udi dalam bukunya
“Islam dan Hak-hak Reproduksi Wanita™, yang mengatakan bahwa kaum wanita
memiliki hak-hak dalam masalah perikahan dan perceraian, seperti halnya kaum
laki-laki, yang pada dasamya dalam pringip [slam tidak mengenal paksaan (ijbar)
dalam memilih pasangan bahkan-dalam agama sekalipun. J udul buku "Kebebasan
Wanita", sebuah karya dari Abdul Halim Abu asy-Syuqqah yang di dalamnya
tidak menyebutkan pentingnya wali, dan menurutnya diantara bakti orangtua pada
anaknya adalah musyawarah dengan mereka dan menta’ati yang ma’ruf. Pada
prinsipnya wali (ayah) tidak boleh memaksakan kehendak pada anak gadis yang

sudah dewasa dan berakal untuk menikah dengan laki-laki yang tidak

9 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I),
Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim, ( Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAF A, 2004),
him. 93.



disenanginya, tetapi hendaknya diberi hak untuk memilih sendini pasangan
hidupnya. "Tafsir bi al-Ra’yi Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-
Qur’'an" yaitu, karyanya Nasruddin Baidan membahas tentang hak wanita,
terutama pendapat wanita dalam memilih pasangan hidup, juga "Membincang
Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam" karya yang dibuat oleh Mansoer
Fakih dan kawan-kawan beliau. Dan banyak lagi yang lain baik literatur tentang
gender secara umum. ataupun menurut Islam.

Di samping itu terdapat skripsi dan tesis yang berkaitan dengan ini, namun
mereka hanya memaparkan wali atas hak ijbamya, yang berkisar pada boleh atau
tidaknya seorang wali memaksakan kehendak terhadap anaknya, diantaranya
adalah Muhammad fauzan “Konsep Wali Mujbir Menurut Ahmad Azhar Basyir”
dan tesisnya Abdul Wafa dengan judul “/ndepedensi Wanita dalam Melakukan
Akad Nikah Studi Korelasi Ayat al-Qur’an dan HAM serta Validitas Hadis”
menjabarkan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis yang berisi hak wanita secara umum
dalam akad nikah sebagai hak asasi manusia, dan banyak yang lainnya yang
membahas tentang wali muajbir. Tetapi tidak: membahas dari/sisi hak'dan keadilan
bagi perempuan secara khusus, tapi lebib banyak mengupas dari sisi hak 'walinya
semata, di dalam skripsi ifii, peniyusun lebih' memfokuskan persetujuan, mempelai
wanita yang balig dan berakal sehat, sebagai wanita yang bisa memilih sendiri,

kebahagiaan hidupnya.



E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam merupakan salah satu substansi ajaran agama Islam yang
diyakini kebenaran dan kesempurnaannya yang bersumber dari Allah SWT,
Secara teoretis hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Tetapi para
fuqaha jama' dari faqih sering berbeda pendapat dalam memahami konsep kunci
yang termaktub dalam kedua sumber tersebut. Pebedaan ini dipengaruhi oleh
kurun waktu dan kondisi lingkungan di mana para fugaha berbeda dan perbedaan
dalam menggunakan metode istinbat

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal yang ditetapkan tanpa
terkurung oleh waktu dan keadaan, sehingga mampu untuk mensikapi setiap
perubahan, baik perubahan sosial, ekonomi, budaya, politik, elastisisme hukum
Islam akan mendapat jawaban terhadap sctiap penomena yang muncul, sehingga
akan selalu relevan untuk diterapkan kapan dan dimanapun. Dan Islam
disyari'atkan oleh Allah kepada manusia dalam rangka memenuhi tujuan
kcnumhﬂnﬂanrnanuﬁa,dcnganl«ﬂdahsebagaiberﬂnﬂ?o

) E il  Asbad) @an g Ly

Islam dengan sifatnya-yang mengikuti zaman sepanjang membawa

kemaslahatan dan kebaikdn bagi/umathya d¢bgai dasar kaidah seagai berikut:
il 35 g 135 g ALlS pa 4y pSall
Ada beberapa prinsip, untuk merealisasikan tujuan magqasidus syari‘ah,

yaitu:

W Apdul Wahab Khalaf, Masadir at-Tasyri, fi ma la Nasa fil, (Kuwait: Dar al-Qalam,
1972), him. 90.

11 Asymuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Figh, cet. ke-1. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),
him. 7.
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1. Kesukarelaan antara dua calon mempelai.

2. Persetujuan kedua belah pihak.

3. Kebebasan memilih pasangan, kemitraan suami istri dengan tugas dan fungsi
yang berbeda.

4, Untuk menciptakan keturunan berdasarkan cinta dan kasih sayang.

5. Monogami terbuka, dengan adanya sarat terbuka. 1

Oleh karena itu perbedaan akan terjadi di kalangan ahli figih dalam
memahami hadis 7jbar, disini akan dikaitkan dengan persetujuan wanita dewasa
dan berakal dalam akad nikahnya, sehingga kepentingan antara persetujuan
mempelai wanita dan hak jjbar seorang wali bisa lebih terlihat jelas dalam sebuah
akad nikah.

Dengan adanya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam
asy-Syafi'i atas konsep jjbar yang berdampak pada pengaruh sahnya sebuah akad
nikah bagi para mempelai, khususnya mempelai wanita yang sudah balig dan
berakal. Adapun yang melatar belakangi hal tersebut adalah faktor normatif
sosiologis antara kedua tokoh tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat berdasarkan atas kasus di masa Nabi yang
menyatakan bahwa Nabi menolak pernikahan [s€orafig gadis yang dinikahkan
bapaknya, karena calon mempelai wanita tidak menyetujuinya, hal ini berdasarkan

atas kasus yang terjadi pada al-Khansa'a. i

12 pMuhammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, cet. ke-7, (Jakarta: Rajawali Perss, 2000), him. 126-127.

13 gyamsuddin Asy-Syarakhsi, al-Mabsut, V: 2-4.
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Sedangkan Imam asy-Syafi'i hidup pada zaman jarang ditemukan wanita
mengenal orang yang mengajukan lamaran kepadanya, melainkan hanya keluarga
yang mengenalnya, oleh sebab itulah ayah yang diberi wewenang penuh untuk
menikahkannya tanpa seizin mempelai wanita (anak perempuannya). Dengan
demikian menurut beliau antara hak anak gadis dan wali (ayah) ada hak yang
berimbang, sekalipun ia sudah dewasa.

Hak bapak didasarkan pada paham sebaliknya (mathum mukhalafah),
yakni hadis yang menyatakan bahwa bapak berhak menentukan urusan
perkawinan anak gadisnya, meskipun dianjurkan untuk bermusyawarah antara
kedua belah pihak (anak gadis dewasa dengan bapaknya). Dengan penjelasan di
atas terlihat jelas bahwa Imam asy-Syafi'i dalam kasus dewasapun hak wali
melebihi hak gadis, dan Imam asy-Syafi'i juga mengungkapkan bahwa izin gadis
bukan lagi suatu keharusan melainkan hanya sekedar pilihan

Islam juga dikenal dengan teori keadilan. Adil sering/didasarkan pada
saling menghormati antar seseorang terhadap lainnya. Suatu tatanan masyarakat
yang adil dalam konsep Islam, berarti masyarakat|yang menjamin hak, harkat dan
martabat setiap orang dalam berbagai aturan masyarakat sesuai/ dengan
kepentingan semua apggotanya. Dengan hal, ini[penyusun mencoba menganalisis
konsep ijbar di atas, dengan pendekatan gender studi Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa magqasidus syari'ah yang paling utama
meliputi lima bagian dalam penjagaannya yakni, agama, jiwa akal, keturunan dan

harta.
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Dalam hal ini wanita wanita termasuk pada pemeliharaan jiwa, yang
khususnya diberi kekuasaan atas dirinya sendiri, konsep inilah yang menjadi kritik
bagi wali yang memaksakan nikah anak gadisnya.

Adanya perbedaan pendapat tentang adanya hak kedua belah pihak dalam
menentukan akad, bagi yang berpandangan walilah yang berhak, maka mereka
berpandangan bahwa lembaga perwalian bersifat mutlak ada dalam perkawinan,
dan tanpa hal tersebut akad dianggap tidak sah, disini terdapat dua jenis
perwalian, yaitu, Walayat al-Iktiyariyah dan ‘ Walalayat al-Ijbariyah, jenis
perwalian yang pertama, persetujuan wanita menentukan keabsahan akad nikah,
dan menurut Imam asy-Syafi'i itu berlaku bagi janda, dan jenis kedua termasuk
pada gadis, baik yang anak-anak ataupun sudah dewasa. o

Adapun mempelai wanita lebih berhak daripada wali, maka disini ada dua
pilihan, akad berada dalam pihak mempelai sepenuhnya, dan wali tidak memiliki
secara mutlak, melainkan hanya bersifat manzub atau berada di pihak wali dan
persetujuan tidak diperlukan dan pernikahan dapat dilakukan dengan paksaan
(ikrah).

Dengan begitu ada yang mengharuskan adanya lembaga perwalian dan
ada yang tidak mengharuskannya, yang hengharuskan berarti-termasuk pada
walayah al-ijbar, sedang pernikahan yang tidak mengharuskan lembaga
perwalian, berarti hak sepenuhnya berada di pihak mempelai perempuan tanpa ada

intervensi dari wali sedikitpun, dengan begitu berarti tidak ada yang disebut

14 Wahbah Az-Zuhaili, al-Figh al-Islam Wa Adillatubuy, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), VII:
191-192.
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dengan walayah ikhtiyar, setiap perwalian yang bersifat ijbar, maka perwalian ini
termasuk dalam pernikahan yang tidak membutuhkan perwalian.

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, semua wanita kecuali yang masih
kanak-kanak boleh melangsungkan pernikahannya sendiri, sedangkan anak-anak
termasuk walayah al-ijbariyah baik masih gadis ataupun janda, dalam hal ini
menurut Imam asy-Syafi'i hanya boleh dilakukan oleh wali, dan khusus untuk
janda, perwaliaan bersifat iktiyarivah, karena turut dan ditentukan oleh
persetujuannya. B

Disini penyusun lebih memaparkan keadilan bagi wanita untuk memiliki
hak yang sama, baik dengan wali atau calon mempelai laki-laki yang bisa memilih
pasangan hidupnya sendiri, yang berangkat dari konsep ffbar Imam Abu Hanifah

dan Imam asy-Syafi'i.

. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk/ ‘penclitian pustaka (Library Résearch), ‘yaitu suatu
penelitian yang_dilakukan' dengan mengkaji /atau menelaah sumber-sumber
tertulis, seperti buku atab Kitab yang berkenaan dengan pembahasan mengenai
kedua tokoh di atas yakni Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i, serta
pemikiran mereka mengenai sah atau tidaknya sebuah akad nikah apabila seorang

wali (Ayah) tidak meminta persetujuan mempelai wanita (putrinya), sehingga

15 1pid., him. 167-189.
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diharapkan memperoleh data-data yang jelas. dalam membahas permasalahan di
atas.

2. Sifat penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan
dan menjelaskan serta menganalisis konsep imam Abu hanifah dan imam asy-
Syafi’i tentang peretujuan mempelai wanita dalam akad nikah, menurut
pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i, termasuk juga memberi
gambaran, kondisi, dan latar belakang kehidupannya serta menganalisa relevansi
pemikirannya.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara literer, maka metode yang
akan digunakan adalah menelaah dan mengkaji kitab kedua tokoh di atas, sebagai
sumber rujukan primer dan buku-buku serta sumber tertulis lainnya yang ada
relevansinya dengan masalah yang akan dibahas.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitidn ini jadalah normatif\ sosiologis,
penyusun gunakan)zstinbat hukum kedua tokoh di atas dalam memahmi /surat a/-
Paqarah ayat 232, juga yang nielatarbelakangi fetbentuknya hukum persetujuan
mempelai wanita dalam akad nikah tersebut, dengan melihat kondisi wanita

Indongsia sgkarang ini.
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5. Metode analisis data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data sebagai berikut:

(1) Induktif: metode yang dipakai dalam menganalisis data yang bersifat
Kkhusus dan memiliki unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi
kesimpulan umum Dalam pandangan Imam Abu Hanifah bahwa mempelai wanita
berhak memilih pasangannya sendiri, dan persetujuannya merupakan keharusan,
sama halnya dengan seorang janda, dikarenakan sama-sama sudah bisa menilai
mana yang lebih baik bagi dirinya, sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i, seorang
gadis tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, dan izinnya hanya sekedar pilihan
bukan keharusan, karena dianggap belum berpengalaman seperti janda, dan
persamaanya adalah keduanya harus diminta izin dalam melakukan akad
nikahnya, didukung dengan realitas sosial kaum perempuan yang ada di Indonesia
sekarang ini, menjadi jelas bahwa persetujuan mempelai wanita sebagai suatu
keharusan.

(2) Deduktif: sebuah kerangka berfikir, yang berangkat dari penalaran yang
bersifat umum untukditatik kesimpulanyang bersifat khusus ' Adanya hadis
yang berbunyi: seorang janda lebih bethak dari walinya dan gadis hafus diminta
izinnya, membawa makna, bahwa antara gadis dan janda memiliki hak yang sama
dalam berpendapat untuk memilih pasangan hidupnya.

(3) Komparatif: menganalisis dua penomena atau lebih yang berbeda dengan

jalan membandingkan untuk diketahui persamaan dan perbedannya guna

16 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat,
(Yogyakarta: Kasius, 1990), him. 44.



16

mengambil kesimpulan. Disini penyusun berusaha menganalisa perbandingan
antara Imam abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i tentang hukum persetujuan

mempelai wanita dalam akad nikah.

. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pengarahan skripsi ini, penyusun memuat
pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama memuat pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah
yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, yakni bagaimana
istinbat Tmam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i tentang persetujuan mempelai
wanita dalam akad nikah, juga bagaimana relevansinya dengan kondisi seckarang.
Kegunaan penelitian, untuk mengetahui urgensitas dari permasalah tersebut,
telaah pustaka, sebagai sumber pembahasan kerangka teoretik, dengan
menabarkan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan masalah di atas, metode
penelitian, melalaui normatif sosiologis, dan sistematika pembahasan, sebagai
penjabaran antara bab secara berkesinambungan.

Bab kedua, berisikan  tinjauan wmum tentang akad nikah sedangkan sub
babnya adalah: pengertian akad, (dasar hukum nikah dan akad nikah juga tentang
hak memilih pasangan dalam Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran umum tentang dasar perintah nikah dan akad nikah dalam Islam, dan
bagaimana Islam memberi posisi pada kaum perempuan, dalam menerima haknya
untuk memilih pasangan hidupnya sendiri tanpa paksaan dari wali (ayah) yang

selama ini sering disalah artikan dalam penerapannya.
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Bab ketiga, berisikan tentang pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam
asy-Syafi’i dalam persetujuan mempelai wanita dalam akad nikah. Sedangkan sub
babnya adalah biografi, serta karya intelektualnya, dan bagaimana istinbat hukum
yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i mengenai persetujuan
mempelai wanita dalam akad nikah, dikaitkan dengan konsep hak ijbar wali,
menurut kedua tokoh tersebut. Dalam bab ketiga ini memuat bagaimana
pandangan kedua Imam di atas dalam masalah di atas termasuk apa yang
mempengaruhi keduanya dalam menentukan hal tersebut,

Bab keempat berisikan, analisis terhadap pandangan antara Imam Abu
Hanifah denga Imam asy-Syafi’i tentang persetujuan mempelai wanita, dengan
sub babnya analisis gender tentang persetujuan mempelai wanita dalam akad
nikah, dalam sub bab ini akan dipaparkan gambaran akad nikah tanpa persetujuan
memepelai wanita dengan pendekatan studi Islam prespektif gender, dan sub bab
berikutnya adalah relevansi pemikiran antara Tmam Abu Hanifah dengan Imam
asy-Syafi’i tentang persetujuan mempelai wanita dalam akad nikah dengan
kondisi kaum wanita sekarang.

Bab kelima_adalah' penutup yang berisi/ kesimpulan /dan saran-saran.
Dalam bab ini penyusut mengemukakan kesimpulan umum secara keseluruhan,
sebagai penegas jawaban atas pokok masalah dan juga saran-saran yang diakhiri

dengan daftar pustaka sebagai rujukan.






BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Islam sebagai suatu agama yang memiliki sifat fleksibilitas, dalam

menentukan hukum dengan memperhatikan sisi mas/ahah dan keadilan yang akan

didapatkan, baik oleh perempuan maupun laki-laki. Maka perbedaan antara Imam

Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang persetujuan mempelai wanita dalam akad

nikah, adalah sebagai berikut:

L

Bagi Abu Hanifah bahwa gadis dewasa yang telah dianggap bisa mengurus
urusannya sendiri, seperti haknya dalam jual beli, bisa melakukan pernikahan
tanpa adanya wali, lyakni [sama, halnya dengan_jandanyangsperlu diminta
izinnya secara tegas. Maka persetujuannya menjadi sebuah keharusan,.
Sedangkan bagi anak kecil baik janda ataupun gadis tidak memiliki
wewenang dalam menikahkan dirinya, karena dianggap belum memahami
urusannya, makaT peérsetujuannyap stidak | diharyskan ¢ Napun periu
digarisbawahiwbahwa, yang/ menmpunyai¢hak ‘penuh’ terhadap akad tersebut
hanya ayah dan kakek. Sedangkan /bagi Injam asy-Syafi'i-bahwa wali tetap
memiliki hak 77baruntuk menikahkan gadis, baik sudah dewasa ataupun anak-
anak. Sekalipun begitu, untuk menikahkan seorang gadis yang sudah dewasa
harus meminta persetujuannya tetlebih dahulu. tetapi hanya sebagai sunnah

semata. Beliau menerima rmafhum mukbalafah dari istinbatnya. Sedangkan

91
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Imam Abu Hanifah tidak menerima mafhum mukhalafah sebagai istmbal
hukum.

2. Adanya persetujuan wanita dalam memilih pasangan hidupnya sangatlah
penting, untuk menentukan keharmonisan dalam menjalani mahligai rumah
tangga, didukung dengan realitas sosial di Indonesia sekarang ini, yakni
dengan kondisi wanita yang terjun dalam berbagai bidang di dunia publik,
sehingga lebih mengenal komunitasnya, baik laki-laki ataupun perempuan,
oleh karena itu, seorang gadis dapat memilih laki-laki yang lebih baik untuk
dijadikan pasangan hidupnya dibanding wali. Pernikahan merupakan misaqan
galida, maka Undang-undang telah memberikan aturan jelas yang dapat
menjembatani antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i, yaitu
pernikahan bisa terealisir apabila mendapat persetujuan.dati kedua mempelai
serta melibatkan wali, Tanpa menghilangkan eksistensi wali, namun hakekat
adanya wali bukanlah sebagai supermasi dan dominasi melainkan berorientasi
kepada kemerdekaan dan pelayanan.

Maka di sinic-musyawarah, sangat, Jberperan , penting, yakni untuk
menentukan kebaikan seluruh pihak yang bersangkutan, baik itu'kelgarga maupun
calon mempelai itu sepdipi;juga-pemepintah setempal yang ikut mendukung

terlaksananya pernikahan.
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B. Saran-saran
Semoga skripsi ini menjadi acuan yang bermanfaat bagi para mahasiswa,
dalam memahami al-Qur'an atupun Hadis yang berkaitan dengan perbedaan
realitas sosial yang telah terjadi di masa pembentukean hukurii tersebut, dengan
realitas sosial yang ada sekarang, khususnya dalam masalah pefsetujuan mempelai

wanita dalam akad nikah.
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